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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2003
TENTANG

TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

Menimbang ;

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahiwe (unjangan jabatan bagi Péjabat Negara di lingkungan
Lembug Fertingpi/Tinggi Negara sebagaimana ditetapkan dulum
Kepuiusar Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangun’
Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah
dgengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, sudah
Uk sesuai agi dengan perkembangan dan atus permintian
sehagaimina tercantum dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyei Republik Indonesia Nomor KU.00/6819/DPR-R1/2002
whggas 30 Desember 2002, maka dipandang perlu untuk
meryesuaiikan Tunjangan Jabatan Pejabat Negara di lingkungan

Lembaga Tertinggi/ Tinggt Negara dengan Keputusan Presiden:

io Pasal & ayar (1) Undang-Undang Dasar 1945 ]

o ]

. Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Kevangan: Administratif Pimpinan dan Anggote Lembaga
Tertingg/Tinggl Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga
Tertinggh Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi
Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor-71, Tambahan

[.esabaran Negara Nomor 3182);

3. Peraturan ...



AONIDEN
i e NROND SIA

3. Perztaran Pemerintuh Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji
Poxoi Phinpinan Lembaga  Tertinggi/Tinggi  Negara  dan
Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan
Anggi I:z:ﬂmga Tertinggi Negara (Lembaran Negar
Tuhun 2000 Nomor 150);

4, Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang
Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana
wwlak dlubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun

2007,

MEMUTUSKAN :
Menctapkan . KEPUTUSAN  PRESIDEN  TENTANG  TUNJANGAN

JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA.

Pasal 1

Pl Kepada Kewa Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Wakll
1Koty Lembuga  Tertinggi/Tinggi Negara, Ketua Muda
NMualiksisal Agung, dan Anggota Lembaga Tinggi Negara

Giberikan wisjangan jabatan Pejabat Negara setiap buian.

(2) Beswrmva wnjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana
dimersud datam ayat (1) bagi
4. Kews Lembaga Tertinggl/Tinggi Negara adalah sebesar
Rn '18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus
vibu rupiah);

b. Wakil ...

rr
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b, Wakil Kowia Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah
sebesar Rp 15,600.000,00 (lima belas juta enam raws

ribu regmiah);

o

Rewa  Muda  Mahkamah  Agung  adalah  sebesar

R 10.100,000,00 (sepulub juta seratus ribu rupiahy;

¢ Angeola Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Pertimbhangan  Agung, Anggota  Badan  Pemeriksu

Keucnpan, dan Hakim  Anggota Mahkamah  Agung

acalih sehesar Rp 9.700.000,00 (sembilan fut (g
f

ratus ribu rupiah).

Pasal 2
Kewnmaon webih lanjut yang  diperlukan  bagi pelaksanaan
Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
Kepain Bacas Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama
wiaapun sendivi-sendivi sesual dengan bidang tugasnya masing-

[LEN] 1'.!.'
|-".|:‘.h||:__.

Pasal 3

Deruen hertakunys Kepuusan Presiden ini, ketcmly.mn Vang
mbigaier mengenal unjangan - jabatan bagi Pejabat Negara di
Bngkuagan  Lembaga Tertinggi/Tinggli Negara sebagaimana
dimaksud daien Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000
:emang  Tunjengan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
sebageimana wiah diubah dengan chutus‘a'n Presiden Nomor 68
Takus 2001, dinvatakan tidak berlaku.

; Pasal4...""
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Pasal 4
Kepuiusan Presicen ini mulai berlaky pada tanggal ditetapiun dan

mermpunyal daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA, |
.
o MEGAWATI SOEKARNQPUTRI
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